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BUPATT SAMBAS 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR 8 TAHUN 2015 

TENTANG 

9ITEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS 
KABUPATEN SAMBAS 

DENGAN RAHMAT TU'HAN YANG MAHA ESA 

Menim bang 

Mengingat 

UPATI SAMBAS, 
a. bahwa dalam rangka meningkatan mnutu pelayanan dan 

kinerja rumah sakit sangatdiperlukan sister Remunerasi 
berbasis inerja sebagai bentu.k motivasi dan penghara.an 
epada pegaw, 

b. bahwa untu.k melaksanal.an etentuan Peraturan Menter 
Dalam Negeri Nomor 6I Tahun 2007 pas.al0 ayat 4 ten tang 
fedora Telesis Pengelolan Keuangan Badan Laryan.an 
Unum Dae-rah (BL.UD} perlu menetapka Peraturan tentang 
Sistem Remunerasi pada RSUD Sambas Kabupaten Samba; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pad huruf (a) dean huruf (b) di at.as, perlu membentu 
Peraturan Bupati tentang Sister Remunerasi SUD Sambas 
Kabupaten Sambas. 

L. Undang- Undang Noror 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang- Undang Darurat Noor 3 Tahun 1953 tentang 
embentukan Daera.h tinglat I di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu 1953 Nomor 9, Tamm bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 352) sebaga 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nonor 1820% ebagairman.a telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 fun 1953 tentang Pembentukkan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nooe S1, Tabahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia iomor 2756), 

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembarawn Negara Re publik Indonesia Tahu 2009 Nomor 
144) 

3. Undang-Undang Noror 44 Tahun 2009 tentang Ruma.h 
Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Noror 
153 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201I tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 Noor 82, Tarbahan Lembarawn Negara 
Republik Indonesia Noor 5234) 



Menetaplan 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara tLembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2OI4 
Noror 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20IM 
Nomar 244, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesa 
Noor 5587) scbagaimaa telah dua kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Noor 9 Tahun 2015 tentan8 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhi 
Indonesia Tahun 2015 Noor S8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nore 56794; 

7. Peraturan Peerintah Republik Indonesia Noor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Laryanan Umun 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republike Indonesia Noma 4502) 
se bagamnan.a tel.ah diubah dengan eraturan Pemerinth 
Nomo 74 Tahun 2012 tentang Perubaha Ats Peraturan 
Pererintah Republike Indonesia Noor 23 T%tun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Laryan.aen Urum (Lem baran 
Negara Tahu 2012 Nomor 17I, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pererintah Noror 58 Tahu 2005 ten tang 
Pengelolan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republi 
Indonesia Tahun 200 Noror 140, Turbahaon Lermbaran 
Negara Republik Indonesia Noror 4578), 

9, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Stader Pelayana Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1DO 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 4585), 

10. Peraturn Menteri Dal.m Negeri Noror 61 Tahun 200T 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan euangan Badan 
Layanan Urum Daerah. 

lL. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/ 2006 tentang 
edoman Penetapan Remuneraesi Bagi Pejabat Pengelola, 
Dewan Pengawes Dan Pegawai Badan Laryana Umurm; 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Pelak.sanaan Program harinan Kesehatasn Nasional, 

13. Keputusan Menteri Keschatan Naro 228/MENES/SK/ 
I/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan 
Minimal Rurah Sakit yang Wa jib Dilaksanakan Daera.h, 

pd. Keputusan Menteri Pendayagtuna.an Aparatur Negara Nomof 
KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuke Tekeis 
Transparansi dan Akutabilites Dalam Penyelenggar a.an 

pelayanaen Publike; 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATT TENTANG SISTEM REMUNERASIRU MAH 
SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini yang diaksud dengan 
1,Pererintah adalah Pemerintah Pusat, 
2 Daerah adatah Kabupaten Sam bas; 

3. emerintah Daerah adalah Pererintah Kabupaten Sambas, 

4, Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sambas; 
5. Sekretaris Daerah adatah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas; 

6. Rumah Sakit Urum Daerah Sambas\a bu paten Sambas, yang swelanjutnya 
disingkat RSUD adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Sambas; 

7. Dircksi adalah Direktur,Kepala Bagan Tata Usaha, Kepala Bidang 
Pelayanan Medis, Kepala Bidang Penunjang Medis, Kepala Bidang 
Pelayanaan leperawa an, 

8, Direkturadalah Direktur Rumah Salit Unum Daerah Sambas.kKabupaten 
Sam bes; 

9. Kepala Bagan Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata tsaha pada Ruma.h 
Sakit Ururm Daerah Sambas; 

10. Kepala Bidang Pelayanan Medis adalah epala Bidang Pelayanan Medis 
paa urah Sakit Urum Daerah Sambas, 

L.Kepala Bidang Pelayan Penunjang Medis adala.h Kepala Bidang pelayanan 
penunjang medis pada urah Sakit Unum D%erah Sambas; 

12. Kepala idang Pelayanan eperawart.an adalah Kepala Bidang Pelayanan 
Keperawatan pada Rurah Sakit Unum Daerah Sambas; 

13. Dokter adalah doketer spesiadi koinsultaen,dokter spesialis,dokter 
umum,dokter gig spesialis, dan dokter gigi yang merupa.kan karyaowan 
organik,kecuali doketer taru; 

4. Doketer Tamu adalah dokter yang bukasn laryarwan orgasrk RSUD tetapi 
diperkenankaen merawat atau elakculean tindakan medis di RSUD 
Sambas; 

15. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis [ dan Spesiahis 
It, 

16. Karyawan adalah karyaws RSUD Sambas yang berstatus karyawan pad.a 
RSUD Sambas; 

17 Remunerasi adalah imbealan jasa yang da pat berupa gaji, tunjagan 
tetap,honorarium,insentif,bonus atas pretasi, Tambahan Penghasilan 
Pegawai, pesangon,dan/atau pensiun; 

18. Sistem Remunerasi adalah sister yang engatur pengupa han karyawan 
yang diberlakukan di hingkungan RSUD Sambas, 

19. Rekening Belanja Remunerasi adadah pors biarya jasa pelayanan see bag 
sumber dana insentif karyawan pada sistem Remuneras, 

20. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerinta.h bagi NS 
danbersumber dauri ABD Rumah Sakit bagi karyawan yang Non NS, 

L. Insentif adala.h tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh 
karyawan yang dananya bersumber dari jasa pelayacnan,farmasi dan a0a 
dari sumber penerimaan sah lannya, 



22. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional 
rumah salit yang diberikan at.as pekerjaan tertentu, 

23. Merit adadah tambaha.n pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh 
karyawan yang dananya bersumber dari sis hasil usaha dan atar dari 
biarya operasional rumah sakit; 

24. Jasa pelayanan adaah imbalan at.as pelayanan yang diberikas oleh tenag 
dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, eperawatan, tenag 
administrasi, dan tenaga penunjang lainnya, 

25. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihailkan akibat pelayanan 
tenaga medis dan beagian darijasa pelayanan rumah sakit yang tercantun 
dalam komponen tarif ruah sad&it dan bersifat individu, meliputi dokter 

urum dan spesiais, doketer subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter 
gigispesialis, dokter tamu; 

26. Jase keperawatan dan jas tenaga administratif adalah pendapa tan 
elompo yang dihasill.an alibat pelaya.nan keperawatan dan 
administrasi secara keompok merupakan bagian dari jasa pela ya.nan 
rumah sakit yang tercantum dalarm korponen taif rumah sa.it, 

27. Insentif Pelaksana Teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasikan 
dari pelayanan tenaga pelakana tekenis yang meliputi surpir ambulan, 
pelaksana karmar jenaca h; 

28. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jas yang diberikan oleh BLUD 
termasuk irbalan hasil yang wajar dari investasi dana da pat bertujuan 
untuk menutup seturuh atau sec began dari biaya perunit layanan, 

29. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugs tertentu sesuai dengan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

30, Pelayanan kesehatan audalah segala egiatan pelaryan.en kesehatan yang 
diberikan kepada sesorang dalarm rangka observasi, diagnosis, pengoba tan 
dan atau rehabilitasi medis; 

3l. Pelayanan rawat jala adalah pelayanaen kepeda pasien untuk observasi, 
prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelaya.nan 
kesehatan lainnya tanpa dirawt inap; 3. Pelayanan rawat inap adalah pelaya.nan kepad pasien untuk observasi 
prevensi, perawatan, diagnosis, pengobata, rehabilitasi edis, dan a tat 
pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati terpat tidur; 

33. Pelayanan raewat darurat adala.h pelayaan esehat.an yang harus 
diberikan secepatnya untuk menoegah/menaggulangi risiko ematan 
a tu kecaeca an, 

4. Pelayanan Ambulance (ambulance service adalah pelayanan transport.as 
terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenaah dan ata 
pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien e 
rumah sakit atau sebahknya dan/atar pelayanan ruju.kan pasien dar 
RSUD SambasKabupaten Sambas ke rumah sakit lain atau se- baliknya, 

35. Tindakan medis adalah tindakn berupa pembedahan atau Don 

pembedahan dengan mengguna.an perbiusan at.au tanpa pem bsan, 

36. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yan8 
berkaitan dengan kepentinga hukur; 

37, Pelayaan penjang diagnostik adaah pelaynan untu.k penegaan 
diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klirik, patolog 



anatori, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, 
endoskopi, dan tindakan/ pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya; 

38. Pelayanan pemuasaraan jenacrah adala h pelaryanan yang diberikan unt 
penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenaah, bedah jenaah, 
dan pelayanan lannya terhadap jenaa h; 

39, Tarif pelayanan kesehatan rumah salit adala h pembayaran atan im bad j8a 
atas pelaryanae keschatan di RSUD Sambas.Kabupaten Sambas, terdiri dari 
Jasa saran.a dan prasaran.a ruma.h sakit dan jasa pelaya.nan, Yan 
merupakan se began atau seluruh barya pemyelenggaran kega tan 

pelayanan kesehatan yang dibe bankan kepada masyarak.at atau piha 
ketiga sebegai imbalan at.as pelaya.nan yang diteriany, 

40, Jasa saran.a ad.ala.h iebalan yang diterima oleh SUD SambaskKa bupaten 
Sambas at.as pemakaian saran.a, fashit.as, aat keschatan, bahan mnedis 
ha.bis pakai, bahan non medis habis pakai, dan bahan lainnya yang 
digunakan langsung maupun take langung dalam rangka observasi, 
diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta mnerupal.an pendapatan 
fungsional rumah sakit; 

41. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rurah sakit, 
yang terdiri dari jasa medis, jasa eperawatan/tare dan jasa pelayanan 
administrasi, sbaga umber pembiayan insentif peda sister remunerast 

BAB II 
AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagan Kesa tu 
A7AS 

Pawsad 2 
Ssistem remunerasi berazaskan tiga had yaitu; 
a Proporsionahitas yang diukur dengan besarny beban as«et yang dike lola 

dan besaran pendapatan RSUD, 
b Kesetaraan yang mnemperhatikan industri pelayanan sejenis; 
¢ Kepatutan sesuai kemampua RSUD dalan memberikan upah kepada 

karyawan 

Bagan edua 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 3 
(l)Manajemen SUD berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk 

remunerasi karyawan rurah salit yang dianggark.an relalui a.ggar a 
RSUD/ Rencana Bisnis Anggaran (RBAJ; 

(2 Setiap karyawan orguile RSUDberhak mendapat remunerasi; 
(3] Setiap aryawan yang merangu jabatan pada pusat pendapatan ata 

revere center berkewajiban untuk mnenyusun sister akuntabihit.as 
dilengkapi dengan indikator, target/stand.ar; 

(41 Yang tengolong kepada elompok pusat pendapatan atau revenue center, 
scbagamnana tercantun pada ayat adala ht 
a. lnstalasi Gawat Darurat; 
b. Instalasi Rawat Malan; 
c. Instalasi Rawat lnap; 
d. ICU; 
e. Instalasi Kamar Operasi; 



f Instalasi Farmas, 
g. Instalasi Radiologi; 
h. Instalasi Laboratorium; 
i. Instalasi Rehabilitasi Medike; 
j. Ambulance; 
k. Medical Check Up; 
I One Day Care/ One Day Surgery; 
m. Ruang VIP dan VIP, 
n Pengolahan Lim bah; 
o. Pemulasaraan lenaah; 
p. Poliktinik Gizi; 
q. Unit Parkir, 
r. Usaha-usaha lain; 

(5) Setiap karyawan yang memangku jabatan strukctural atau pada cost 
center atau pad.a pusat bay.a berkewajiban menyusun sstern 
akuta bilitas yang dilengkapi indikator target dan standar; 

(6 Karyawan yang dirakud peada ayat (Sladalah ; 
a. Direktur; 
b. Kepala Bagan Tatausa ha; 
e. Kepala Bidang Pelayanan Medi; 
d. Kepala Bidang eperawatan; 
e. Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medi; 
f. Kasubag Administrasi Umum dan Aparafur; 
g. asubag Rekam Medik dan Sistem Informasi Ruma.h Sa.kit, 
h. Kasubag Keuangan dan Perencanaan, 
i. Kepala Seksi pelayanan gawat darurat dan rawat jalan; 
j. Kepala seksi pelayanan intensif dan rawat inap; 
k. Kepala Seks i Penunjang Medi; 
I. Kepala Seksi Penunjang ion Medi; 
m. epala seksi Mutu dan asuhan keperawatan; 
n. Kepala sweked SDM dan Logistik keperawatan; 

BAB II 
SUMBER PEMBIAYAAN, KELOMPOK PENERIMA REMUNERASI, 

GA.J DAN TUNJANGAN 

Bagi Kesa tu 
UMBER PEMBIAYAAN 

Pasal 4 
(I)Jaji pegawad RSUDPPK BLUD bersumber dari Pemerintah Daerah, 
(2) Sumber biaya sebagairmana dimaksud pada aryat (I), bagi yangberstatus 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLUD Non PNS; 
(3) Insentif pegawai RSUD BLUD bersumber pada komponen jasa pelayanan 

dan atau keuntungan ts.ahas.aha lain atau biaye 0perasion.al rurah 
sakit; 

(4) Merit/bonus bersumber dari keuntunga RSUD dan atau biaya 
operasionad RSUD'yang khusus dianggarkan; 

(5) Tunjangan yang bersumber dari pemerintah dan atau barya operas.ion.al 
rumah sakit sesuai engan peraturan dan perudang-undangan Yang 
berlaku; 



Bagan Kedua 
KELOMPOK PENERIMA REMUNERASl 

Pasal 5 
(l) Tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis, dokter urum, dokter gigi 

dan dokter gig spesialis, Apoteker, Psikologsecara individu; 
(2) Kelompok Keperawatanyang terdiri dari pera wat 1GD, perarwat Karar 

Operasi, ICU,perawat Rawat Jalas, Pera wat gigi,Rawat [nap, 
Perinatoogi,Kamar Bersahin, acsis.ten apoteer,anahis laboratoriua, 
Radiografer, Fisioterafis, Refraksi Optical, 

(3) Kelompok administrasi adalah seluruh karywan yang tidak memihiki 
jabatan; 

(4) Kelompok manajemen (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala 
lnstalasi padaCost center); 

(5) Direksi (Direktur,Kepala Bagian dan Kepala Bidang, 

Bagian Ketiga 
0AM 

Pa.sad 6 
(I)Seluruh karyawan RSUDberhak menerima gaji sesuai dengan sistem 

remunerasi yang diatur dalam ketentuan sistem remunerasi rumah sakit 
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 

(2)Besaran gaji disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan 
RSUD yang berdasar kepada peraturan dan perundang undangan yang 
berlaku; 

BAB IV 
PENGGAJIAN, TUN.JANGAN 

Bagan Kesa 
pENGGAJAN 

Pasal T 
(IPejabat Pengelola BLUD,Dewan Pengwas,Anggota, Sekretaris Dewan 

Pengawas,dan pegawai BLUD daput diberikan remunerasi sesuai dengan 
tingkat tanggung jawab dan tuntutan professionalisme yang diperlukan; 

(2) Pegawad BLUD dergan status NS endapat gaji sesuai dengan peraturan 
pegsajian NS; 

(3 Pegawai kontrak dengan status Non PNS mendapat gaji sesuai dengan 
keputusan Direktur; 

(4]Remunerasi bag ketua, aggot.a dan sekretaris dewan pengawa 
sebagairmana dimaksud pada ayat (l) pasal 8, dalam bentuk honorarium 
sesuai dengan sister remunerasi; 

(5Remunerasi sebagairnan.a dirak sud pada ayat (I), untuk BLUD 
ditetaplan oleh Bupati berdasarkan usu la.n yang disampaik.an ole h 
pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah; 

Pasad 8 
(lHonorarium dewan pengawas ditetaplan sebagai berikut 

a. Honorarium ketua dewan pengawas ma.ksimal sebesr 40% (e1pat 
puluh persenj dari gaji direktur; 

b. Honorarium anggota dewan pengawas maks.mad scbesar 3% (tiga 
puluh enam persen) dari gaji direktur; dan 



e. Honorarium sekretaris dewan pengawas maksirat 15% (lira belas 
persen) dari gaji direktur 

Bagan Kedua 
TUNJANGAN 

Pasal 
(I)Karyawan SUD yang memegang jabat.an strukctural dan fungsional 

berhak menda pat tunjangan sesuai dengan tunjangan yang ditetapkan 
Pemerintah; 

(2 Tambahan penghasila.n sesuai dengan anggaran yang diberikan 
pemerintah Daerah; 

(3 Honorariumdapatdiberikan kepeada KetuaSat uan Pengawas Internal tsp, 
Kett Korite Medik, ketua komite Keperawatan dan Dewan Pengawas 
RSUD 

BAB V 
KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN 

Bagian Kesa tu 
KOMPONEN JASA PELAYANAN DALAM TARIF RS 

Paal Il 
(l)Komponen jasa yang tereasntum dadare tarif SUperdiri dari Jasa sarana 

prasaran.a sUpdan jasa pelaya.nan; 
(2) Jasa sarana dan prasrana RSUDadalah pegganti biaya fasihitas, biay# 

operasional dan biaya tetap rumah sait, berdasarkan hanga sat uan (it 
cost; 

(3) Jass Pelayanan terdiri dan jasa medis, jasa keperawatan/tenaga setara 
seperti bidan, asisten apoteker, radiografer, analis, fisioterafis, 
mutrisionisdan jasa tenaga administrasi; 

(4)Jasa Pela yanan yang tercantum didala komponen tarif bukanlah 
insentif; 

(5) Selanjutnya jasa mnedis, jaa eperawa.tan/etara, dan jaa administrasi 
yang tercantum didalarm tif SUD, disebut sebagai insentif setelah 
diatur distribusinya dalamn stem remunerasi; 

Bagan Kedua 
PROPORSI BESARAN JASA DALAM TARIF RUMAH SAKIT 

Pasal 12 
(1Proporsi Jasa pelayanan dalam komponen tauf RSUDberdasarkan 

etentuan sebagai berikut jika korponen Jasa Pelayanan tidak dipilahr- 
pilah sesuai dengan jenis profesinya atau jila komponen tarif hanya 
mnencaturk.an Jass.aran.a prasaran.a dan as pelayanan 
a. Instalasi Rawat Jalane 

Proporsi jasa Pelayanan mnedis, peraowat dan tenaga administrasi (h 

Rawat Jalan 
t Proporsi jasa redispada rawat jalan adalah 70% dari total Jaso 

pelayanan, 
• Proporsi jasa pelayanan keperaowat.an/setaera 20, 
3. Proporsi jasa pelaynan administras 10% 
4. Proporsi tindakan medis pada Rawat Malan, jasa medis 70%, jas 

Keperawatan/setara 20%, jasa pelaryanan administrasi IO%; 



5. Proporsi tindakan keperawatan pada rawat jalan, 70% jas.a 
keperawata 20% Jas.a Medisda 10% jasa administrasi 

b. Instalasi Rawat Inap: 
I Proporsi jasa medis pad.a visite di ruang perawatan adalah 70% dari 

total jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif_20% adalah jas.a 
pelayaan keperawatan/setara dan jasa pelayanan administras 
10%; 

2 Bila dokter spesialis berhalangan, pasien di visite oleh dokter umun, 
dengan besaran tauif 60% dari jas.a dokter spesialis, proporsi 70% 
dokter umum da 20% jasa pelarya.nan eperawat.an/setaura d.an jas 

pelayan.an administraei 10% 
3. Tindakan medis, maka jas medis 70%, jas.a keperawatan/se ta.ra 

20% dan 10% jasa pelayanan administrasi; 
4, Tindakan keperawatan, 70% jas.a kepera watan/star, 20% Ja.s.a 

Medisdan I0% ja pelayanan administrasi 
c. Instalasi Garwat Darurat 

Proporsi jas dokter untuk pereriksaan atat tindak.an adalah 70% 
dari jasa pelaya.nan yang tercantum dalam taif, 20% ad.ala.h jasat 
pelaya.nan keperawatan/stars dan 10% jasa pelaya.nan administrasi; 
Tidakan Keperawatan, maka proporsi jasa tindakan terse but 70% 
jasa keperawatan/setaura 20% Jars Medik dan 10% jasa pelayanan 
administrasi. 

d. Instalasi Perunang 
I. Instalasi Radiologi ; Proporsi jasa mnedis 30% dari jasa pelayanan 

dan proporsi radiografer sebeser 60% darn pelarya.nan adrinstrasi 
10% 

2. Instalasi Laboratorium patologi Klinik: Proporsi jasa medis30% dari 
jasa pelayanon dan proporsi analis sebear 60% dan jas pela ya.nan 
administrasi 10%, 

3. Instalasi Rehabilitasi Medik ; Proporsi medis 30% dari jasa 
pelayanan dan proporsi fisioterapis sbesar 60%la.n jasa pelayan.an 
adminstrasi 10%; 

4. nstalasi Gii ; Proporsi jars pelayanan konsultasi dokter pesiadis 
giti adalah 30% dari total jasea pelayanan, 60% adala.h jasa pelayanon 
utrisionis dan pelayanan adminstrasi 10% 

5. Instalasi Patologi Anatori :Proporsi jasa pelayanan medis Patolog 
Anatomi adalh 70% dari total jars pelarya.nan_20% ad.ala.h jasa 
analis dan jaa pelaya.nan administrasi 10%; 

6. Instalasi Farmsi Proporsi jasa apoteker adala h15%, ja 
pelayafan ass ten apoteker secare kelorn poke 75% dan Jaso 
pelayanan administrei 10%, 

7. Pelayanan Ambulance /Mobil jenaah ditetapkan jasa pelaya.nan 
ambulans adala 50% dari tarif ambulans.Proporsi jasa pelayanan 
perawat 50%, jas sopir 40% dan jasa administrasi 10%. 

e. lnstalasi amar Operas 
Proporsi dasa medis operator 72% dari Total asa, jasa dokter anestes 
28%,sedagkan perawat bedah dan perawat anestesi sebesar 20% dan 
10% jasa administrasidiam bil dari total jasa medis. Dokter spesialis 
pendamping dalam operasi mnendapat jasa yang besarannya 20% dari 
Jase operator ditarbah.ks iluar jasa pelayang bedah. las.a dokter 
spesialis 70%, jasa Pera wat 20% darn jasa pelayan.an administrasi 10%. 

(2 Proporsi jasa yang bersurber dari taif paket Jarinan Kesehatan Nasional 
(JKN] dan asuransi lain yang menggunakan tarif paket INA €BG's, sesual 
dengan perhitungan proporsi jasa pelayanan umumn yang dikonversic.an 
kedalam jasa lamina Keschatan Nasional (JKN derngan besaran 1as.a 
pelayanan antaura 30%«4 50% dari total klairm paket JKN yang diterima 



(3) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan 
software remunerasi JKN yang disusun berdasarkan keteta pan dala 
gistem remuneras in. 

BAB V 
DISTRIBUSI INSENTIF 

Bagian Kesatu 
UMUM 

Pasal I 
(l)Setiap penghasil jasa pelayanan diwasjibkan emberikaon kontribusi yang 

diatur dalarm sistem remunerasi; 
(2) Distribusi insentif terdiri dari insentif langung dan insentif tidak 

anguns 
(Insentif langsung diberikaan kepad.a penghasi jasa pelaya.nan bake tenaga 

medis, elompol tenag eperawatan stare dan kelorn po.ladministras 
sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam site remunerasi ni, 
sebes 65% dari proporsi jasa yang diterima,35% sisanya didistribusikan 
ke Pos Remunerasi, Direkesi dan staf direksi; 

(4135% sisa yang diditribusika le Pos Remunerasi, direksi dan staf direksi 
sebagairmana dirakuad pada ayat (3) besarannya diatur scbagad berikut 
a. Po Remunerasi sebesaer 10%; 
b. Insentif langsung Direlsi (Direktur dan Kepala Bidang/Bagian) se bear 

10% 
e. Insentif langwug pejabat struktural (manajemen) lain dan pejabat 

fungsional non penghasil5%. 
d. Kompensasi Kelorpok Peraewat IO% 

(5) Insentif tidak langung diberilan kepada sluruh karyarwan berdasark.an 
indexing, yang sumber dananya berasal dari Poe Remunerast 

agin Kedua 

DISTRIBUSI INSENTIF DIREKSI DAN PE.JABAT STRUKTURAL, PE.JABAT 
FUNGSIONAL NON PENGHASIL 

asal I4 
(I) Distribusi insentif direktur 2 (dua) kali dari insentifKepala Bidang dan ata 

Kepala Bagan / Sckretaris dengan besaran 10%, 
(2) Distribusi insentif kepala Sub bagian dan kepala seksi adalah 85% dari 

total insentif manajemen. 
(3 Distribusi sebagairmana dimakud pada ayat (4] dengan menggunakan 

index, insentif kepala sub bidang atau scksi adala.h sore individu [index) 
dibagi total score (index kepala sub bidang dan kepala seksi dilali 85% 
dari total isentif manae men. 

(4 Distribusi insentif para Kepala Instalasi non penghasil adalah 15% dari 
total insentif manaemen 

(54 Distribusi sebagaimana dimaksud pada aryat (6) dengan menggunak.an 
index, insentif para epala instalasi non penghasil adala.h score individu 
(index} dibagi total score (index} seluruh kcpala instalasi non penghasoil 
dikai 15% dari total isentif staff direksi 



Bagian Ketiga 
DISTRIBUSI INSENTIF LANGSUNGDOKTER, PERAWAT 

DAN TENAGA ADMINSTRASI 

Pasad 15 
(l)Insentif pelayanan reguler merupakan pelaryan.an terhalap pasien yang 

datang ke rumah sakit dan tidak merilih dokter atau tidak memilih 
pelayanan eksekutif, berlakcu untu.k semu.a kelas perawatan. Jaso 
pelayanan yang timbul alibat pelayanan non eksekutif merupakan jaa 
pelayanaan non eksekuif; 

2) Setiap penghasil jasa pelayanan reguler, berhak mendapatkan insentif 
langsung65% dari jasa pelayanan. 
• Tenaga Medis berhak mendapat insentif langung 65% dari proporsi 

jasa pelayanan doketer dan menjadi penghasilan individu dokter yang 
bersangkutan; 

b. Kelompoke keperawatan/etara berhak mendapat insentif langswung 
keelorpok sebes 659%, dari proporsi jasa pelayanan 
keperawatan/stara, dengan distribusi berdarkan indexing kelompok 
perawat setara yang bersangkutan yang telah diteta plan dalan sistem 
remunerasi; 

e. Kelompoke administrasi berhak mend.a pat 65% insentif langsung dari 
jasa pelayanacn administrasi, dengan sister distribusi indexing. 

d. Kelompok administrasi yang dimaksud pada poin ¢ adalah seluruh 
karyawan struktual (administraesi) dan fungional yang meliputi 
petugas administrasd, CS8D, IPAL, loundry, ii, IPSRS, Sat pam, 
Cleaning service, dilingkungan rumah sakit. 

Bagian eempat 
DISTRIBUSI INSENTIF LANGSUNG PELAYANAN EKSEKUTIF 

Pasal I6 
(insentif Pelayanan Elekutif merupakan jasa yang tirbul akibat dari 

pelayanan cksekutif, dibedakan dari pasien reguler, atas dasar pasien yang 
dilayani adalah pasien yang dibawa oleh masing masing dokter atau pasien 
yang berobat ke poliklirik cksekeutif baik pagi maupun sore, pasien yang 
dengan sergaja datang le 9Up dan meminta peloyanan relalui jaluf 
pelayanan eksekutif, dan pasien yang berobat ke pobikinik cksekutif 
dengan ketentuannya sebeagai berikcut; 

(2) Tenaga Medis berhak mendapat insentif langsung pada poliklinik eke kutif 
secara individu sebesa 80% lari proporsi jasa pelayanan; 

(3 Insentif langsung pelayanan Eksekeutif pada rawat inap Dokter menda pat 
insentif langsung sebear 80% dari proporsi jasa visite; 

(4) Insentif langsung tindaka medik pada pelaya.nan Ekesekeutif, dokter 
berha.k mendapat insentif langsung individu sebesar 80% dari propors 
Jasa pelayanan; 

65 Insentif langsung tindakan keparawatarn cksekeutif, kelompok perawat 
tetap mendapat insentif langsung sebesar 60% dari jasea tindakan 
keperawatan sama seperti insentif langsung pelayanan egulef 

(6 Insentif Pelayanan Bedah Eksekutif adalah sebagai berikut; 
a. Dokter bedah berhak mendapat insentif langsung pada pelayana 

bedah cksekuif adalah 80% dari proporsi jasa pelayanan dokter 
bedah, 

b. Insentif dokter anestesi langsung pada pelayanan bedah eksekutif 
adalah 65% dari proporsi jasa pelayanan, 



I 

e. Insentif kelompo.k keperawatan bedah pada pelayanan bedah 
eksekutif adalah tetap 65% #am.a dengan insentif langsung pelayanan 
reguler; dan 

d. Insentif kelompok penata anestesi pada pelayanan bedah cksekutif 
adalah tetap65% sara dengan insentif langsung pelayanan reguler. 

Bagian Kelima 
INSENTIF TIDAK LANGSUNG 

Pasa IT 
(1yPos Remunerasi merupakan kontribusi dari setiap penghasil jasa yang 

berada pada revenue center rumah sakit, dari komponen jasa da pa 
ditambah50% euntungan apotik dan keuntungan usaha usaha lain 
dart RSUD. 

(2Distribusi berdasarkan scoring yang ditentukan dengan perhitungan 
indexing yang ditetaplan dala sistem remunerast. 

()Seluruh aryawan dapat enerira insentif tidak langwing sea 
dengan besaran total score individu karyawan yang bersangkutan 
dengan rumus INSENTIF (Score individu; Total Score RS) x Total Dana 
os Remunerasi. 

()Insentif tidak langsung dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja 
karyawan 

(5) Jika karyawan mencapai kinerja 100% ssuai dengan target/stand.ar 
maka karya wan yang bersangkutan mendapat insentif 100% ssua 
dengaan nilai total index perorangan. 

(64Jika karyawn hanya memiliki kinerja 80% aka insentif karya wan yang 
bersangkutan adalah 80% dikali jurla.h rilai indexing performance 
karyawan yang bersangkutan ditabah dengan inex basic, index 
ompetensi, index resiko, index emergensi dan index poi. 

Pasal 18 
(linsentif langswung maupun tidak langsung dibayarkan pada bulan 

berikutnya paling lambat pada setiap tangqa] 20, setelah pelayanan 
dalam bulan berjalan selesai. 

(2] Score individu dihitung oleh atasan yang bersangkutan dan perhitungan 
total score individu yang menjadi score SUDitetapkan oleh Kasubag 
Kepegawaian dan AparaturRSUD 

(Bcsaran insentif tidak langsung beg sectiap karyawn bis.a bverbeda 
setip bulan bergantung kepada besar keeilnya POS Remunerasi dan 
kinerja karyawan 

(4) Yang berwenang membayarkan insetif adalah Ka bag Tata Us.aha RSUD 

(5)Score individu bisa berubah setiap bulan bergantung kepada perubahan 
basic index, perubahan pendidikan, perubahan posisi/ ja atadan 
kinerja. 



BAB VII 
INDEXING 

Pasal 19 
(1indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran score 

individu karyawan sesuai dengan be ban kerjanya 

(2Indexing dilakeukan berdasarkan 
a. Basic index at.au index dasar untu penghargaan se bagai insentif 

dasar bag seluruh karyawan yang standarnya diadopsi dar gay 
pokok karyawan yang bersagkutan dengan ketentuan setiap p 
00,00O, gaji pokok sacra dengan I (satu) nilai index, karyawan 
kontrak Rumah Sakit, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji poko 
terendah PNS sesuai dengan pendidikannya. 

b. Kualifikasi/capacity index adalah untuk memberikan penghargaan 
nilai kuahifikasi/capacity berdasarkan pendidikan karyawan a ta 
keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut 

Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan 
posisi kerja karyawan tidak dialeui dalam sister ini. 

Kursus/ pelatihan bersertifikat (minimal 24 jam)sesuai dengan 
posisi kerja karyawn, diberi penghargaaon dengan tarba han nila 
02 dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun 

e. Risk Index adalah nilai untuk resiko yang diterima karya wan akibat 
pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi grade yaitut 
L. Resiko grade I dengan nilai index l adalah kemungkinan terjad 

resiko kerja yang bersifat fisik walaupun karyawan yang 
bersangkutan bekerje sesuai protap dan proler (80Pait 
karyawan yang bekerja di perkantoran 

2. Resiko grade ll dengan rilai index 2 adalah kemungkinan terjadi 
resiko kerja yang bersifat kiriawi apa bila karyawan yang 
bersangkutan bekerja seuad protap dan proker (8so terdiri dari 
rawat jalan, gii, 1PSRS, rehabilitasi medik, diagnotik, C8SD, 
ambulance, herodiahia dan Farmasi; 

3. Resiko grade III dengan milai index 4 adalah kemungkinan terjadi 
resiko kerja yang bersifat kontarninasi wala pun karyawan yang 
bersangkutan bekerja seuai protap dan proker (80], terdiri dari 
rawat inap, la boratorium dan Kamar Dersa hon. 

4, Resiko grade IV dengan nilai index 6 kemungkinan terjadi resiko 
era yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun laryaowan yang 
bersangkutan bekerja sesuai protap, isolasi, bedah sentral, IOD, 
ICU HCU ICCU NICU PICU, poli paru, loundry, forensik, radiologi, 
pal 

Masing-mating bagan mnepunyai pengelompokkan /daftar dari penis 
pekerjaan sesuai dengan grade 

d. Emergency index adalah nilai untuk tenaga atau karyawan yang 
bekerja pada daerah emengenc yang setiap saat harus sap 
melaksanakan tugas tanpa mengenal betas waktu. Tingkatan 
emergensi sangat tengan tung kepada jenis pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh pegawa yang bersang.kutan 



Rate 
Rate 
Rate 3 

Rate 4 

Kua[ifikasi index • 
Risk Index • 
Emergency Index • 

Position Index • 
Performance index • 

3 

4, 

5 
6 

e. Position index adala.h untuk menilai beban jabatan yang disandang 
karyawan yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok ja ba tan 
scbagai berikut 

f performance indexadala huntuk mengukur hasil / pencapain kerja 
dari karyawan. Kineria dikaitkan dengan sistem akunta bilitas kinerja 
(istem manajemen kinerja /P4Sy; 

g. Nilai index kinerja adala.h dua kadi basic index 
Penilaian pejabat di RSUDadalah terhadap pencapaian target/standar 
yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu 

h.Setelah dilakeukan indexing makea dilakuken Rating yaitu 

Basic Index Rate l 
2 Rate 3 

i. Score adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index 
terhadap rating atau bobot (rating, 

j. Total score individu adalah penjurlahan dari score basic, kuadifikasi/ 
capacity, Risk, Emergeney, Position daen Performance index, 

k. Total score individu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi Total 
Score RSUD. 

(3) Format Kualifikasi, Emergency Index, Position Index dan Format 
Indexing sebagairmana tercanturn dalam Lmnpiran Perat uran bupati id 

BAB VIII 
KRITERIA PENILAIAN KINER.JA 

Pasal 20 
(I)Karyawan yang memegang jabatan atau memangku jabatan pad.a pusat 

pendapatan atau Revenue Center maupun Peja bat pada pusat biaya a ta 
Cost Center diwajibkan menyusun rencana aksi strategis atau Strategic 
Action Plan (Al], yang dilengkapi dengan sistem akunta bilitas se bagai 
alat pengukuran kinerja pejabat; 

(2)Penilaian kinerja para pejabat, sebagaimana yang tercantum dalam poin 
diatas berdasarkan indikator kinerja, target dan atau standard yang 

telah tercantum dalam Strategic Action Plan. Dan diukur dengan sistem 
akuntabilitas sebagai alat ukur kinerja pejabat, 

(3) Penilaian karyawan yang tidak mnerang jabatan tertentu atau tenag 
teknis fungsonal penilaian ilakukan oleh atasan langwing yans 
bersang utan sesua dengan ketentuan yang berlaku dalamn sister 
akunta bihitas kinerja. 



BAB IX 
MERIT, BONUS, TUNJANGAN 

Pasal 2l 
(I)Merit/Bonus adalah penghargaan dari RSUD atau pemilik rumah sakit 

atars dasar prestasi kinerja karyawan yang besarannya ditetapkan oleh 
pemimpin BLUD; 

(2)Merit/ Bonus bisa dalam bentuk Tunjangan Hari Raya, Bonus atau 
penghargaan lain dalam bentuk reward yang besarannya ditentuk.an oleh 
pemimpin BLUD; 

(] Reward dapat diberikan epada aryawan berprestasiyang besaran0Yi 
diteta pkan oleh perim pin BLUDY, 

(4Bonus berupa Tambahan Tunjangan Harl Raya «diberikan paling lam bat 
I minggu sebelum Hari Raya tdul Fitri atas kebijakaen direktur 

(5] Honorarium Jabatasn Tenaga Fungsion.al sperti Kepala Instalasi, sub 
komite, Koordinator, Kepala Ruangan dapat diberikasn berdasark.an 
keteta pan perim pin BLUD 

BAB IX 
LAIN LAIN 
Pasal 23 

Pejabat yang mer@iliki kinerja mencapai target dan atau mete bihi tage, 
iberikan reward suai dengan ketentuan yang ditetapkan keputusan 
direktu 

BAB X 
SANKSl 
Pasal 24 

(l) Karyawan yang em bolos selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan, 
insentif tidak langng dipotong 10%, 

(2) Karyawan yang mengajukan ijin se lama (tiga) kadi dalam satu bulan, 
insentif tidak langug dipotong 10%; 

(3) Karyawan mengajukn ijin den terbuketi berbohong ates alasan ijin 
yang diajukannya, insentif tidak langsung dipotong 100%, 

(4 Karyawan yang mengambil, euti besar atau uti bersadin selama [tga) 
bulan, secara otomatis tidak mendapatkan insentif selama waktu cuti; 

(5 Karyawan yang tugas belajar scars otoratis tidak menda pat insentif 
selama tugas belajar; 

(6) Karyawan yang mend pat tugas dinas luar oleh RSUDtetap 
diperhitungkan insentifnya; 

(7) Jika karyawan terbukti mencuri, insentif langsung maupun insentif 
tidak langsung dipotong sebesr 100%; 

(8) Karyawan yang membocorkaon rahas.ia SKPD atau rahsia RSUDkepad.a 
pihak luar, insentif langsung maupun insentif tidak langsung dipotong 
sebesar 100%; 

(9 Karyawan yang terbukti menggunakan narkoba, minuma keras da 
berjudi di lingkungaon RSUD, insentif langsung mapun insentif tidak 
langsung dipotong 100%, 



(10) Pejabat yang memberikan laporan akuntabilitas dengan tidak benar 
insentif tidak langsung dipotong 100%; 

(11) Karyawan yang terbukti merokok di lingkungan RSUD, insentif tidak 
langsung dipotong 10%; 

(12) Karyawan yang berkelahi dilingkungan RSUD, insentif langsung dan 
insentif tidak langsung keduanya dipotong 50%; 

(13) Karyawan yang selingkuh atau melakukan perbuatan yang diluar 
norma etika dilingkungan RSUD insentif langsung dan tidak langsung 
dipotong 100%. 

(14) Karyawan yang mogok kerja atau terbukti menghasut kegiatan 
tersebut, insentif langsung dan insentif tidak langsung dipotong 100%. 

BAB XI 
PENUTUP 

Pasal 25 
(1) Sistem ini dapat diperbaiki dan disempurnakan. 

(2) Dalam perbaikan dan penyempurnaan sistem remunerasi diperlukan 
kesepakatan internal RSUD dan Pemerintah Daerah selaku pemilik 
RSUD. 

Pasal 26 
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur. 

Pasal 27 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas 

Ditetapkan di Sambas, 
pada tanggal 7 April 2015 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

JULIARTI DJUHARDI ALWI 
Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 7 April 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

JAMIAT AKADOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 8 

Salinan S 
KEPALA BAGIAN HU 

M, RIANIS, SH, MH 
Pembina (IV/ a) 

NIP. 19640112 200003 1 003 

a 
G-UNDANGAN, 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR 8 TAHUN 20I5 
TANGAL 7 APRIL 2015 
TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS 
KABUPATENSAMBAS 

No Tigkat Emergency Index 

' Tiskat Emergency Rendah ' • Administrai perk.aonto.ran 

2 Tingkat Emergency Sedang 
• Administrasi euanga (diluar 

perkantoran) 
• Gizi, Laundry 
• Farmasi 

Rawat Jalan 
2 

• 
• CSSD 
• Radiologi non Shift 
• La boratoriumn non shift 

3 Tingkat Emergency Tinggi 
• Reowat Inap 4 
• Laboratorium shift 
• Rad shift 

• Tingkat Emergenci Sangat Tingg 
• Bedah Central 

ICU, ICCU, NICU, PICU, 
6 

• 
• 1GD 

UALIFIKAS CAPACITY INDEX 

PENDIDIKAN l INDEX 

sD ' sMP 2 I 

SMA/8MU 3 

D 4 

D3 5 

81/D4 6 

DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/APOTEKER/NERS] 7 

82 8 

DOKTER SPESIALIS 9 

83 10 
. . . . 

Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan 
poisi kerja karyawan tidak diakeui dalam sistem ini 
Kursus/ pelatihan bersertifikeat (minimal 24 jam)sesuai dengan 
posisi kerja karyawan, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 
0.2 dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun 

B. TINGKAT EMERGENCY 

A. K 



e D 
No eiorpok Jabatan Index 

I Tidak me miliki jabatan ' 2 Kepala Ruangan, Ketua Panitia, 2 

- Koordinator, bendahara, Pen.an wab 
3 Kepala Sub Bagan/ Kepala Sekesi, Ketua 3 

itia 
• Kepala lnstalasi, kepala Bidang. Kepala 

Bagan, Kepala Departemen, Kepala staf d 

Medis Fungsional 
5 Kc� Knrn1tc Mcdik, Ketua Komite 6 

Ke rawatan, Ketua sPt. 
6 Direktur • 

C. POSITION IN! +EX 

NG MAT EXI 
No oil¢ Index Ratin Score 

' Basie tndex 
. Setap gaji pokok PNS Rp 

500.000 berrilai 1 index ' . Tenaga Non PNS disesuaan 
dengan gaji Pokoke PNS 

-,- Kualifikas/ Capacity Index 
• sD 
b sMP ' c SMA/SMU 2 
d. D 3 
e. D3 • 
t 81/D4 5 3 
g. Dokter Umum/ Dokter Gisi/ 6 

Apoteker/ NERS 7 
h. s2 • 
' Dokter Spesiadis 9 

i s3 /Subspesiadis Konsultan 10 

% ]ma index 
a. Grade l ' b Grade I 2 3 
c Grade Ill d 
d. Grade IV 6 

• Emergency Index 
a. Grade l ' b Grade Il 2 3 
c, Grade Ill • d. Grade IV 6 

- 
' Position Index 

a Tidak mer@iliki jabatan ' 3 
b Kepala ruangan, Koordinator, 2 

Bendahara, Ketua ta 3 



) 

C. Kasubid, Kasubag, Kasie, 4 
d. Kepala Instalasi, Kabag, Kabid 6 
e. Ketua Komite Medik, Ketua SPI, 

Ketua Komite Keperawatan dan 8 
W akil Direktur 

f. Direktur 
6 Performance Index 

- Pejabat berdasarkan capa1an 
indikator, Standard dan target 2x 
dalam SAP Basic 4 

- Tenaga teknis berdasarkan Index 
penilaian kinerja sesual Sistem 
Manaiemen Kinerja 
TOTAL SCORE INDIVIDU 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

JULIARTI DJUHARDI ALWI 

Salinan S 
KEPALA BAGIAN HU 

.....:inya 
DANG-UNDANGAN, 

M RIANIS, SH, MH 
Pembina (IV/ a) 

NIP. 19640112 200003 1 003 


